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BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa :

1. Secara umum hukum pidana telah memberikan perlindungan dan kontribusi

yang cukup terhadap hak wanita yang menjadi korban pemerkosaan, tetapi

secara khusus hukum pidana belum memberikan perlindungan bagi wanita

yang menjadi korban kejahatan pemerkosaan. Di dalam hukum pidana ada

pasal yang mengatur tentang kejahatan terhadap wanita namun pasal

tersebut hanya untuk memberikan sanksi kepada pelaku semata namun

untuk rehabilitasi terhadap korban pemerkosaan hak wanita didalam

hukum pidana tidak diatur sama sekali untuk memberikan perlindungan

hukum terhadap hak wanita yang menjadi korban pemerkosaan.

2. Kendala yang ada didalam hukum pidana dalam memberikan perlindungan

terhadap hak wanita sebagai korban pemerkosaan adalah tidak terdapat

pasal yang mengatur hak wanita yang menjadi korban pemerkosaan secara

khusus. Maka akan sulit untuk memberikan perlindungan hukum terhadap

hak wanita yang menjadi korban pemerkosaan. Korban pemerkosaan

kebanyakan menutup diri/malu. keluarga yang merasa ini adalah aib, maka

akan menutup diri terhadap siapapun termasuk mereka yang ingin

memberikan perlindungan, bahkan kepada aparat hukum yang ingin

memberikan perlindungan, serta juga korban yang mengalami trauma yang
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berat sehingga sulit dimintai keterangan. dengan tidak mau menceritakan

kepada keluarga atau melaporkan kepada Polisi apa yang telah dialaminya

karena biasanya pengetahuan korban tentang hukum tidak ada sama sekali

(buta hukum), kebanyakan biasanya berawal dari keluarga yang tidak

mampu jika mereka melaporkan hal tersebut maka akan banyak memakan

biaya yang besar. aparat penegak hukum (Polisi) juga menjadi kendala

dalam memberikan perlindungan hukum bagi hak wanita yang menjadi

korban pemerkosaan. aparat penegak hukum (Polisi) dalam melakukan

penyelidikan untuk meminta keterangan dari korban menggunakan suatu

tata bahasa yang melecehkan wanita tersebut. Wanita yang menjadi korban

kejahatan itu telah mengalami shock akan apa yang telah dialaminya, dan

hal tersebut membuat bertambahnya tekanan yang dialami oleh wanita

tersebut Hal ini pun dapat mempengaruhi kinerja aparat hukum didalam

menangani perkara-perkara tentang wanita yang menjadi korban

pemerkosaan. Saat ini Didalam undang–undang sudah ada yang mengatur

tentang rehabilitasi nya namun lembaganya belum terbentuk agar dapat

melindungi wanita korban pemerkosaan.

B. Saran–saran

Agar hak wanita yang menjadi korban kejahatan dapat terjaga atau

dilindungi, pemerintah khususnya DPR haruslah merubah hukum pidana

yang ada pada saat ini, dimana hukum pidana tersebut haruslah lebih

berpihak kepada wanita sebagai korban kejahatan. Dengan adanya

perubahan di dalam hukum pidana maka membuat polisi cepat untuk
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menagani kasus kejahatan yang korbannya wanita, dan polisi pada saat

meminta keterangan terhadap wanita yang menjadi korban kejahatan

haruslah memberikan psikolog untuk wanita tersebut, agar wanita tidak

malu untuk memberikan keterangan kepada Polisi.

Pemerintah juga haruslah lebih peduli terhadap wanita yang menjadi

korban kejahatan, yaitu dengan menyediakan tempat rehabilitas kepada

wanita yang menjadi korban kejahatan. Tujuannya agar wanita yang telah

menjadi korban kejahatan tersebut tidak menutup diri atau malau terhadap

apa yang yang telah dialaminya.
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